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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepolisian Republik Indonesia terbukti mampu menjadi salah satu pilar 

dalam penegakan supremasi hukum dan keamanan di Negara kita, mulai dari 

upaya-upaya memberantas tindakan kejahatan, terorisme, pengamanan pesta 

demokrasi (pemilu) serta sederet prestasi lainya yang berhasil dilakukan aparat 

Kepolisian dalam penegakan hukum lainnya seperti tindak pidana pada para 

pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kebutuhan bahan 

pokok (Sembako) dan akhir- akhir ini penimbunan terhadap Alat Pelindung Diri 

(APD) contohnya masker dan hand sanitizer yang saat ini sangat dibutuhkan pada 

masa Pandemi Wabah Virus Corona yang sedang melanda dunia termasuk 

Indonesia.  

Pandemi koronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita 

penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) pada 2 Maret 2020. Sampai tanggal 25 

Maret 2020, telah terkonfirmasi 790 kasus positif COVID-19. Kasus dinyatakan 

tersebar di 24 provinsi. Hal ini tentu menimbulkan kepanikan bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Kebutuhan akan alat pelindung diri meningkat dengan tajam, 

Masyarakat berbondong-bondong membeli masker dan hand sanitizer. 

Kelangkaan masker akibat tingginya permintaan masyarakat membuat harga 

masker di pasar melonjak tajam. Bahkan kenaikan harganya telah menembus 10 

kali lipat. Tingginya harga pasar dan meningkatnya permintaan membuat para 

pelaku usaha melakukan kecurangan dengan menimbun masker dan APD lainnya 

untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi.  
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Para pelaku usaha yang melakukan kecurangan- kecurangan didalam 

sektor usaha akan dijerat menggunakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini menyebutkan pelaku usaha yang 

menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan 

waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau 

hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud Pasal 29 Ayat 

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak 50 miliar rupiah. Pasal 29 Ayat (1) yang dirujuk menegaskan 

larangan bagi pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang 

penting. Untuk penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting diatur lewat Perpres Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.  

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud adalah barang yang menyangkut 

hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta 

menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak 

goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu dan lain-lain. Sementara, 

barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan 

kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar 

minyak dan gas.  

Pasal 2 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

kemudian menegaskan bahwa jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang 

penting dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri Perdagangan setelah 
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berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian 

terkait.  

Dengan demikian, masker yang sedang dibutuhkan masyarakat guna 

mencegah penyebaran penyakit menular seperti virus corona, dapat ditetapkan 

sebagai barang pokok dan barang penting berdasarkan usulan Menteri 

Perdagangan. Akibatnya, masker tersebut tidak boleh ditimbun, terlebih saat 

terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan 

masker tersebut.  

Sampai tanggal 25 Maret 2020 ini, Polri telah melakukan penindakan 

terhadap total 12 kasus penimbunan masker dan handsanitizer. Kasusnya terjadi 

di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi 

Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dari 12 kasus penimbunan ini 

polisi telah menetapkan 25 orang tersangka yang akan dijerat dengan pasal 107 

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.  

Dengan latar belakang pemikiran diatas dan untuk menghindari kajian 

yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan maka penulis 

mempersempit ruang linkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian 

sebagai berikut ini : “ PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN 

POKOK YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT (MASKER DAN HAND 

SANITIZER)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Padang dalam 

menanggulangi tindak pidana penimbunan barang (masker dan 

handsanitizer)di Kota Padang? 

2. Apakah kendala yang ditemui oleh Kepolisian Kota Padangdalam 

menanggulangi tindak pidana penimbunan barang pokok (masker dan 

handsanitizer)? 

C. Tujuan Penelitian 

      1.  Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Padang 

dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan barang (masker dan 

handsanitizer) di Kota Padang. 

      2.   Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Kepolisian Kota Padang 

dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan barang pokok (masker 

dan handsanitizer). 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk 

mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum 

terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap 

praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum1. Disamping itu 

juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.  

 

 

                                                             
1 Bambang Sunggono, 2016. Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 23. 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

5 
 

 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama2yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, 

yaitu anggota Kepolisian bagian reserse kriminal di Polresta Padang, yaitu 

2 orang masing-masing bernama Bapak Brigadir Junizal Effendi, S.H, dan 

Bapak Brigadir Delfian Saputra, S.H dan 3 orang apoteker masing-masing 

bernama Ibuk Dian Febrianti, Bapak Depi Safrizal dan Bapak Ibnu. 

b.  DataSekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan 

dokumentasi.3 Sumber dari sekunder adalah literatur, laporan penelitian, 

artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, dan bahan-bahan 

pustaka serta dokumentasi lainnya, data sekunder yang digunakan yaitu 

laporan penelitian, artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, 

dan bahan-bahan pustaka. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan  

melakukan tanya jawab dengan beberapa responden. Untuk melakukan 

tanya jawab tersebut penulis membuat daftar pertanyaan terlebih 

dahulu, dalam bentuk wawancara semi terstruktur dimana penulis telah 

                                                             
2 Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. 

Raja Grafindo Persada, hlm. 12. 
3Ibid. 
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menyiapkan daftar pertanyaan dan pertanyaan tersebut dapat 

dikembangkan dilapangan nantinya. 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari 

undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. 

4.  Analisis Data 

Terhadap semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian, 

maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh 

dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik 

kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk proposal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


